PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintahan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam, Telp. (0717) 4255015
PANGKAL PINANG - 33418

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ [ /SATPOL PP/2020

TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
- diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat
dan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17,
Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

c. bahwa Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara
dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara
dinyatakan sebagai arsip milik negara dan pencipta arsip
wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup, sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf c¢ diatas, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Informasi
Pubhk Yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

‘ - Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Repubh’k Indomsm_ e
Nomor 4033); L

gL S e et DL Undang-Undangs Nomor 14  Tahun 2068 tunm

BV S e e A Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Eem Rutmb&k'

~ Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Mbﬁau Lembaran
'Nmm Repubhls mdoneshmmk 846);




10.

1y

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

"diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaen Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip
Dinamis Sebagai Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Beht:ung
Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitun; g.Ndmor 58 ,
‘Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dacrah Provinsi

Kepulauan Bangka Bemung (Berita Daerah 'Pro' nsi




- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. SRER

Ditetapkan di Pangkalpinang S
Pada tanggal 31 Agustus 2020 Y

UAN POLISI PAMONG PRAJA,

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Informasi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
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